BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diajukan penulis, maka
dapat dibentuk kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai kendaraan bermotor di Indonesia secara umum
diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi ada beberapa undang-undang terkait
yang juga mengatur tentang registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor, serta terkait administrasi kendaraan bermotor yang
menyangkut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB), seperti misalnya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi
dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Perkap No. 7/2021), serta
beberapa peraturan lainnya. Undang-undang dan beberapa peraturan
tersebut mengatur tentang kewajiban bagi pemilik kendaraan bermotor
agar tertib administrasi, yang mana tertib administrasi dalam hal ini
yaitu pemilik kendaraan bermotor wajib untuk melakukan registrasi
serta registrasi ulang kendaraan bermotornya, melakukan balik nama
kendaraan bermotor jika kendaraan bermotor dipindahtangankan, serta
membayar PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ. Meskipun begitu, ternyata
pada penelitian ini penulis mendapati bahwa masih banyak sekali
kendaraan bermotor di Indonesia, khususnya di kota Bandung yang tidak
tertib administrasi, bahkan masih banyak sekali yang tidak melakukan
registrasi ulang sehingga registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotornya harus dihapuskan. Perundang-undangan serta peraturan-
peraturan yang mengatur mengenai kendaraan bermotor di Indonesia

hanya berisi tentang hak dan kewajiban pemilik, bahkan penulis tidak
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menemukan isi dari perundang-undangan atau peraturan terkait yang
mengatur ataupun membahas tentang penguasaan kendaraan bermotor
sehingga penguasaan kendaraan bermotor harus tetap ditinjau dari
Hukum Benda yang terdapat di Buku Il Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis dapat mengetahui
bahwa kendaraan bermotor merupakan benda bergerak terdaftar
berdasarkan pembedaan macam benda yang terdapat dalam Hukum
Benda, sehingga dari hal tersebut dapat diketahui bahwa penguasaan
(bezit) terhadap kendaraan bermotor tidak serta-merta dapat dianggap
sebagai pemilik atas kendaraan bermotor tersebut seperti apa yang telah
diatur dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata. Dalam hal kendaraan
bermotor, meskipun kendaraan bermotor merupakan benda bergerak
yang mana pada umumnya dalam Hukum Benda penguasa benda
bergerak dapat dianggap sebagai pemilik dari benda tersebut dengan titel
sempurna, atau dalam arti lain penguasa (bezitter) dapat dianggap sama
dengan pemilik (eigenaar), ternyata asas yang terkandung dalam pasal
tersebut bertolak belakang dengan apa yang diatur dalam UU LLAJ dan
Perkap No. 7/2021 yang mengatur bahwa pemilik kendaraan bermotor
yang sejati adalah pribadi yang identitasnya tercatat dalam Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNK) yang mana BPKB merupakan dokumen legitimasi
kepemilikan kendaraan bermotor, lalu STNK merupakan dokumen
legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor di jalan umum, yang
berarti dapat disimpulkan meskipun kendaraan bermotor termasuk ke
dalam jenis benda bergerak, tetapi karena kendaraan bermotor harus
diregistrasikan, maka kendaraan bermotor adalah benda bergerak
terdaftar yang mana BPKB dan STNK adalah bukti legitimasi
kepemilikan, sehingga berlaku aturan jika hendak memindahtangankan
hak milik atas kendaraan bermotor tersebut maka diperlukan bagi
penerima hak milik untuk melakukan balik nama agar penerima hak

milik dapat dianggap sebagai pemilik yang sejati atau eigenaar.
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2. Dalam menguasai suatu benda, bezitter dapat melakukan bezit terhadap
suatu benda dengan 2 (dua) cara yaitu dengan itikad baik yang dikenal
juga dengan istilah bezitter te goeder trouw atau dengan itikad buruk
yang dikenal dengan istilah bezitter te kwader trouw. Dalam penelitian
ini dapat diketahui bahwa pada dasarnya penguasaan terhadap
kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi, penguasa harus tetap
dianggap sebagai bezitter te goeder trouw karena dalam hukum benda
terdapat fungsi polisionil yang mana setiap bezitter harus mendapatkan
perlindungan hukum berdasarkan kenyataan yang bersangkutan memang
mendudukinya tanpa mempersoalkan hak milik atas benda ada pada
siapa, bahkan siapapun yang menguasai benda tersebut sekalipun
pencuri, dia harus tetap dilindungi sampai terbukti di pengadilan bahwa
si penguasa benda tersebut tidak berhak atas benda yang dikuasainya itu.
Bahkan dalam KUHPerdata dipertegas dengan Pasal 533 dan Pasal 1965
KUHPerdata yang menjelaskan bahwa pada intinya setiap bezitter harus
selalu dianggap beritikad baik dan barang siapa yang menuduhnya
beritikad buruk, harus membuktikannya. Dari penjelasan kedua pasal
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap bezitter harus dianggap
sebagai bezitter dengan itikad baik atau bezitter te goeder trouw. Masih
berkaitan dengan hak bezitter, berdasarkan Pasal 550 KUHPerdata
setiap bezitter memiliki hak gugat, dalam artian Seorang bezitter yang
mendapat gangguan atas bendanya dapat mengajukan tuntutan atau
gugatan di hadapan Hakim. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik
kesimpulan secara singkat bahwa bezitter kendaraan bermotor yang
tidak tertib administrasi tetap harus mendapatkan perlindungan atas
kendaraan bermotor tersebut demi mengupayakan rasa aman atas harta
bendanya tersebut yang didapatkan dari jerih payahnya sendiri sehingga
jikalau kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi tersebut hilang
atau dicuri, atau mungkin mengalami kerusakan, penguasa dapat
menuntut perlindungan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam
Pasal 550 KUHPerdata.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis mengajukan
saran kepada Pemerintah agar lebih ditingkatkan lagi penegakan hukum
terhadap kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi untuk
mengurangi jumlah dan keberadaan kendaraan bermotor yang tidak tertib
administrasi, serta diperlukannya juga sosialisasi lebih kepada masyarakat
mengenai tertib administrasi kendaraan bermotor, bahkan sudah waktunya
perlu menerapkan sanksi positif berupa apresiasi terhadap masyarakat
yang tertib administrasi, sehingga harapannya kesadaran masyarakat akan
tertib administrasi kendaraan bermotor dapat ditingkatkan. Kemudian
saran selanjutnya yaitu ditujukan kepada Bapak Kepala Kepolisian
Republik Indonesia yang mana sebagai penegak hukum untuk melakukan
perubahan terhadap Perkap No. 7/2021 agar di dalam peraturan tersebut
juga semestinya dibahas mengenai perlindungan pemilik dan penguasa
kendaraan bermotor, tidak hanya menerapkan sanksi bagi pemilik dan
penguasa kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi. Perubahan
peraturan tersebut seyogianya sejalan dengan perundangan-undangan
dengan hierarki lebih tinggi seperti misalnya UU LLAJ dan yang mengatur
secara khusus mengenai kendaraan bermotor sebagai benda, salah satunya
dalam penelitian ini yaitu hukum benda yang terdapat dalam buku II
KUHPerdata. Dengan adanya peraturan yang jelas, maka diharapkan
adanya kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia yang dalam
hal ini yaitu pihak yang berkedudukan sebagai pemilik kendaraan
bermotor dan juga bagi penguasa (bezitter) kendaraan bermotor yang
khususnya berkaitan dengan hukum benda serta dalam upaya menjaga rasa
aman bagi harta benda yang telah diperoleh.
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